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WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR

NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) PENYUSUNAN RP3KP SEBAGAI FASILITAS MBR

Menimbang

Mangingat

PENERIMA AKSES KREDIT DAN SUBSIDI PERUMAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 115 huruf ¢ dan
Pasal 126 Undang-Undang Nomor 1, Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota mempunyai fugas../menyusun rencana
pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan
permukiman serta Pemeritah Kabupaten/Kota memberikan
kemudahan dan/atau . bantuan  pembiayaan  untuk
pembangunan dan perolehan  rumah umum dan rumah
swadaya bagi MBR;

bahwa berdasarkamn~pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huru{ a_diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan
Walikota tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Penyusunan RP3KP
Sebagai Fasilitas MBR Penerima Akses Kredit Dan Subsidi
Perumahan.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; : '
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II di Daerah Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4247);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman; (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5188);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonésia Tahun 2014
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587);sebagaimana telah diubah »dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 56790);

Undang-Undang Nomor 30, Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran~Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemeérintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang
Perubahan/ Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan
Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros danPangkajene dan
Kepulauan | dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2970},

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang
Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar
dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan
Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4532);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5103);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang lIzin
Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5285);
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16. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rencana
Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mamminasata;

17. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014
Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Dan
Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Perumahan
Daerah Propinsi Dan Daerah Kabupaten /Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PETUNJUK

TEKNIS (JUKNIS} PENYUSUNAN RP3KP SEBAGAI! FASILITAS
MBR PENERIMA AKSES KREDIT DAN SUBSIDI PERUMAHAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
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Daerah adalah Kota Makassar;

Walikota adalah Walikota Makassar;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Makassar:

Dinas Perumahan dan Bangunan Gedung Pemerintah“Daerah adalah Dinas
Perumahan dan Bangunan Gedung Pemerintah Daerah;

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang;

Perumahan dan kawasan permukiman ‘adalah satu kesatuan sistem yang
terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan
kawasan permukiman, pemeliharaan. dan perbaikan, pencegahan dan
peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh,
penyediaan tanah, pendanaans dan sistem pembiayaan, serta peran
masyarakat;

Dana Alokasi Khusus Bidang ‘Perumahan dan Kawasan Permukiman yang
selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN
yang dialokasikan, kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan
ketersediaan rumah “yang layak huni dan terjangkau bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah;

Komponen DanatAlokasi Khusus, adalah air minum, air limbah, persampahan,
jaringan distribusi listrik dan penerangan jalan umum, yang merupakan bagian
dari Prasarana dan Sarana, serta Utilitas Umum;

Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang
layak huni, saranapembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat
penghuninya, serta aset bagi pemiliknya;

Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik
perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan
utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni;
Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan
lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi
sebagal lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat
kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan;

Penyelenggaraan perumahandan kawasan permukiman adalah kegiatan
perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di
dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan,
serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu;
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Pendanaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang berasal dari
anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja
daerah, dan/atau sumber dana lain yang dibelanjakan untuk penyelenggaraan
perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
setiap pengeluaran yang akan diterima kembali untuk kepentingan
penyelenggaraan perumahandankawasan permukiman baik yang berasal dari
dana masyarakat, tabungan perumahan, maupun sumber dana lainnya;
Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi
standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman,
dan nyaman;

Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk
mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya,
dan ekonomi;

Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan
hunian;

Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah
masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat
dukungan pemerintah untuk memperoleh rumabh;

Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum;

Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan<oleh warga negara
Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan
kawasan permukiman;

Pasal 2

Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan
Permukiman (RP3KP) sebagai Fasilitas Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
penerima Akses kredit dan subsidi perumahan meliputi sebagai berikut :
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BABI : Latar Belakang

BAB II : Maksud dan Tujuan

BAB Il : Manfaat

BAB IV : Dasar hukum

BAB V : Kriteria penerima Fasilitas MBR :
A. Kriteria Subjek Program
B. Kriteria Objek Program

BAB VI : Persyaratan Fasilitas MBR

BAB VII : Kawasan Penerima Fasilitas MBR

. BAB VII : Fasilitas Kredit MBR

BAB IX : Sasaran

BAB X :‘Ruang Lingkup Kegiatan :
A. Sumber Data
B. Analisis Data
C. Perumusan

BAB XI : Tahapan Penyusunan
A. Persiapan
B. Penyusunan Rencana
C. Legislasi

BAB XII : Target Capaian
A. Laporan Pendahuluan
B. Laporan Antara
C. Laporan Draft Final
D, Laporan Final
E. Album Peta

. BAB XIII : Personil Pelaksanaan Program

BAB XIV : Penutup




Pasal 3

Dokumen Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan
Permukiman (RP3KP) sebagai fasilitas Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
penerima akses kredit dan subsidi perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 4
Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 25 Juli 2016

WALIKOTA MAKASSA

MOH."RAMDHAN POMANTO
Diundangkan pada tanggal
pada tanggal 25 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

BERITA DAERAHIKOTA MAKASSARTAHUN 2016NOMOR 22



